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RINGKASAN

AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI PIHAK DALAM
PENGARUH ALKOHOL

Oleh :

Muhammad Fikri Azmi', Anang Shopan Tornado?, Nurunnisa®.

Apabila kebebasan berkehendak para pihak penghadap Notaris untuk membuat
akta dilaksanakan oleh Notaris tanpa mempertimbangkan syarat sahnya perjanjian
yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka akan beresiko muncul
permasalahan di kemudian hari yaitu akta tersebut menjadi cacat dan perjanjian yang
dilakukan oleh kedua belah pihak berpotensi untuk dibatalkan oleh salah satu pihak
dengan alasan ketika menandatangani Akta perjanjian di hadapan Notaris tersebut
dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar dan tidak sepenuhnya mengerti perihal apa yang
diperjanjikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menmganalisis status akta yang ditandatangani
pihak yang sedang di bawah pengaruh alkohol dan menganalisis akibat hukum Notaris
yang sengaja membiarkan pihak dalam kondisi dipengaruhi alkohol. Status akta yang
ditandatangani pihak yang sedang di bawah pengaruh alkohol adalah akta Notaris
tersebut berstatus akta dibawah tangan dan dapat dibatalkan karena tidak memiliki
kekuatan hukum yang mengikat karena syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur
dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat subjektif menyebutkan Kecakapan untuk

membuat suatu perikatan yang dianggap tidak cakap (sudah dewasa namun karena
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2 pembimbing Utama
3 Pembimbing Pendamping

Vi



keadaan mental atau fisiknya dianggap tidak sempurna, sehingga disamakan dengan
orang yang belum dewasa), unsur cakap melakukan perbuatan hukum menjadi hilang
karena keadaan mental yaitu kurangnya kesadaran pihak akibat pengaruh alkohol yang
melakukan tandatangan dalam akta Notaris tersebut.

Akibat hukum Notaris yang sengaja membiarkan pihak dalam kondisi
dipengaruhi alkohol adalah notaris tersebut bisa dikenankan sanksi administratif dalam
Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu teguran lisan, teguran tertulis,
pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak
hormat. Notaris juga bisa terkena sanksi perdata atau pidana jika terbukti melakukan

perbuatan melawan hukum atas akta yang telah dibuat notaris tersebut.
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LEGAL CONSEQUENCE OF NOTARIAL DEED SIGNED BY
THE PARTIES UNDER ALCOHOLIC INFLUENCE

By
Muhammad Fikri Azmi', Anang Shopan Tornado ?, Nurunnisa?
Master of Notary Program, Lambung Mangkurat University, 103 pages

ABSTRACT
Keywords: Notary Public, Authentic Deed, Alcoholic, Legal Capacity

Notary Public is entiled to make authentic deed and to be demanded professional.
In Artcile 1320 of Civil Code the requirements for validity of an agreement are
regulated, one of them is subjective requirement namely the capacity of the parties.
But how if a Notary Public lets one of the parties in under alcoholic influence and
makes the deed. The objectives of this research are to study how the status of deed
signed by the party who is under alcoholic influence, and what is the legal
consequence if a Notary Public intentionally lets the party under alcoholic
influence. Metd of this research is normative legal research, the characteristic of the
research is prescriptive analytical. From this research is expected to get overall,
deep, and systematic description on the responsibikity of the Notary Public with
regard to the negligence in the making of an authentic deed made by him, which
results difference of information from the truth, and in order to obtain
recommendations on what have to be done to overcome the problems. The resuls
of the reseaech are firstly, the said deed becomes unauthentic deed and then
becomes voidable because the condition under alcoholic influence is classified as
legally uncapable because it lacks the the element of legal capacity to peform legal
action due to mental condition, namely lack of awareness of the party who is under
alcoholic influence, so he does not fully use his common sense at the time he signs
the Notarial deed. Secondly, the said Notary Public can be imposed with
administrative sanction based on Article 85 of Notary Public’s Position Act, namely
oral warning, written warning, temporary discharge, or dishonorable discharge. The
said Notary Public can also be imposed with civil or criminal sanction if he is
proven to commit unlawful action with regard to the afore-mentioned authentic
deed he has made.
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